PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 49
TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR,
RETRIBUSI PENYEDIAAN/PENYEDOTAN KAKUS DAN RETRIBUSI

Menimbang

PENGGUNAAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan perekonomian di

Kabupaten Sampang, dan optimalisasi pelayanan dengan
menggunakan/memanfaatkan  kekayaan  Daerah, serta
menghasilkan pendapatan Daerah, perlu menyesuaikan tarif

retribusi jasa usaha di Kabupaten Sampang.

. bahwa retribusi penggunaan kekayaan daerah yang diatur

dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 49 Tahun 2014 dan
telah diubah dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 24
Tahun 2015 sudah tidak sesuai dengan indeks harga sehingga

perlu dilakukan perubahan tarif;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
peninjauan tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga)
tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan

perkembangan perekonomian;

. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Sampang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati

Sampang Nomor 49 Tahun 2014;



Mengingat

. 1.
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat
dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851)sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4250);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438), sebagiamana telah diubah
terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6485);
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. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta
Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas
Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetang Pemerintahan
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014
Nomor 244), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
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Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten
Sampang Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi
Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang
Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Bupati Sampang Nomor 49 Tahun 2014 tentang
Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi
Penyediaan/ Penyedotan Kakus Dan Retribusi Penggunaan
Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Sampang Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 49 Tahun 2014
Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi
Penyediaan/ Penyedotan Kakus Dan Retribusi Penggunaan
Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun
2015 Nomor 24);

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3);
Peraturan Bupati Kabupaten Sampang Nomor 78 Tahun 2020
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
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Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020
Nomor 78).
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 49 TAHUN 2014
TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR,
RETRIBUSI PENYEDIAAN/PENYEDOTAN KAKUS DAN RETRIBUSI
PENGGUNAAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Sampang Nomor 49
Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi
Penyediaan/ Penyedotan Kakus Dan Retribusi Penggunaan Kekayaan Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 49) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 24 Tahun 2015 tentang
Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Penyediaan/Penyedotan
Kakus Dan Retribusi Penggunaan Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten

Sampang Tahun 2015 Nomor 24) sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran II  huruf A, B dan C diubah sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 8 Juni 2021

BUPATI SAMPANG,

H. SLAMET JUNAIDI



Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 8 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660711 198809 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021 NOMOR :

28



